
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU 

Achmad Tjahyono dan M.Taufik. 2002. Perpajakan di Indonesia. 

YKPM:Yogyakarta. 

Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pajak. Sinar Grafika: Jakarta. 

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 

Raja Grafindo: Jakarta. 

Bambang Sunggono. 2010. Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Press: 

Jakarta. 

Bambang Waluyo. 1999. Penelitian Hukun Dalam Praktek.  Sinar Grafika: 

Jakarta. 

Bohari. 2010. Pengantar Hukum Pajak. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 

Chaizi Nasucha.  2004.  Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktek. 

PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. 

Djoko Slamet Surjoputro. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. 

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas: Jakarta. 

Hendi Haryadi. 2009. Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf. 

Transmedia Pustaka: Jakarta. 

Hubberman dan Miles.1992 , Metode-Metode Baru, Universitas Indonesia 

Press:  Jakarta. 

Irwansyah Lubis .2010. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis 

dengan Pelaksanaan Hukum.Gramedia: Jakarta. 



 

 

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Offset: Yogyakarta. 

Miles dan Hubberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang 

Metode-Metode Baru. Universitas Indonesia Press: Jakarta. 

Muda Markus. 2005. Perpajakan Indonesia;Suatu Pengantar. PT Gramedia: 

Jakarta. 

Panca Kurniawan dan Agus Purwanto. 2004.  Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah di Indonesia. Bayumedia Publishing: Malang. 

Rachmat Soemitro. 1998. Asas dan Dasar Perpajakan I, Refika Aditama: 

Bandung. 

Rianto Adi. 2005. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit: Jakarta 

Ridwan HR. 2003. Hukum Administrasi Negara. UII Press: Yogyakarta. 

Rimsky K Judisseno. 2004. Perpajakan(Edisi Revisi). PT Gramedia Pustaka 

Utama: Jakarta. 

Safri Numantu. 2003. Pengantar Perpajakan, Granit: Jakarta. 

Samudra Azhari. 2005. Perpajakan di Indonesia; Keuangan Pajak dan 

Retrbusi. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 

Shant Dellyana. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Liberty: Yogyakarta. 

Siahaan Marihot P. 2006. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. PT Raja 

Grafindo Perkasa: Jakarta. 

Soerjono Soekanto. 1986. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum. Rajawali Press: Jakarta. 



 

 

Sudarsono. 1994. Aturan Bea Materai dan Kebijaksanaan Pajak. Rineka 

Cipta: Jakarta. 

Tony Marsyahrul. 2006. Pengantar Perpajakan. PT Grasindo: Jakarta. 

Yasin Sulchan. 1995. Kamus Bahasa Indonesia. Amanah: Surabaya. 

Yusdianto Prabowo. 2004. Akuntansi Perpajakan Terapan. PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia: Jakarta. 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

4. Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa. 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pusat dan Daerah. 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Pajak. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah 



 

 

10. Kepmendagri Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Perhitungan Dasar 

Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. 

11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penghitungan Dasar 

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 

4 Tahun 2011. 

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat  Nomor 56 Tahun 2011 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

C. INTERNET : 

1. http://dpkd.sumbarprov.go.id/berita/.html diakses pada tanggal 4 

November 2015 

2. http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-

administrasi diakses pada tanggal  23 Maret 2015. 

3. http://www.antarasumbar.com/berita/156720/penerimaan-pajak-bermotor-

sumbar-terkoreksi-tipis.html diakses tanggal 4 November 2015 

4. http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak diakses pada tanggal  22 

september 2015 

http://dpkd.sumbarprov.go.id/berita/.html
http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi
http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi
http://www.antarasumbar.com/berita/156720/penerimaan-pajak-bermotor-sumbar-terkoreksi-tipis.html
http://www.antarasumbar.com/berita/156720/penerimaan-pajak-bermotor-sumbar-terkoreksi-tipis.html
http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak


 

 

 


